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: a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat ( 1) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin an 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa k · terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2015 ten tang Pernerintahan Daerah, uang milik 
Pemerintah Daerah yang untuk sementara belum 
digunakan dapat didepositokan dan atau diinvestasikan 
dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak 
mengganggu Iikuiditas keuangan daerah, tugas daerah 
dan kwalitas pelayanan publik; 

b. bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 116 Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mel kan 
investasi jangka pendek dan sepanjang tidak men 
Iikuiditas keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah, bahwa dalam hal terjadi kelebihan 
kas, bendahara umum daera.h dapat menempatkan uang 
daerah pada rekening pada bank sent.raJ/bank umum 
yang menghasilkan bunga/ jasa giro dengan tingkat 
bunga yang berlaku, yang penempatannya diatur lebih 
lanjut dengan peraturan kepala daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peratur Bupati tentang Penempatan Uang 
Daerah pada Bank Umum pernerintah dalam bentuk 
deposito berjangka.' 

• 

• BUPATI MALAKA, 
• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH 

DALA:M B·ENTUK DEPOSITO BERJANGKA 

' 
TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MALAKA 

NOMOR 20 TAHUN 2015 

• 

BUPATI MALAKA 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

• 

• 



• 

Mengingat : 1. Undang-Undang . Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, 1'ambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

• 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-undan.g Nomor 3 Tahun 2013 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Malaka di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5396); 

' 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera.h [Lernbaran Negara 
Repub·lik Indonesia Tahun 2·QO,s Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dala r11 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah diubah beberapa kali tera.khir dengan Peraturan 
Menteri Dala111 Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indon.esia Tahun 2007 N·o111or Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

9. Per·aturan Bu.pati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang 
Pernbentukan Organisasi dan ata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Malaka ( B rita Daerah Kabupaten . 
Malal-::a Tah un 2013 N omor 03); 

• 



8. Likuiditas Keuangan adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam 
membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan a-tau keperluan 
mendesak 

9. Deposito Berjangka adalah simpanan masyaral at at· u pinak ketiga yang 
pen · annya dapat dilakukari pada waktu tertentt · menurut perjanjian 
antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 

6. 

• 

5. 
4. 

3. 

• Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
• 

Daerah adalah Kabu paten Malaka. 1. 
2. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiat.an usaha 

secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegia nya .memberikan jasa dalam . lalulintas pembayaran, yang 
seb ian besar mod ya dirniliki oleh Pernerintah Daerah . • 

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. 
Bupati adalah Bupati Malaka. 

Pemerin · Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerab. otonomi. 
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat 
pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam l apasitas sebagai 
bendahara umum daerah. 

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening ternpat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk rnenampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh peng .luaran pada bank yang 
ditetapkan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

• 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI MALr\KA TENTANG PENEMPA'fAN 
UANG DAERAH PADA BANK U:t\1U'M PEMERINTAH 
DALAI\1 BENTUK DEPOSITO BERJANGI{A 

• 
• Menetapkan 

• 

I 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka No111or 1 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015. (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor O 1); 

11. Peraturan Bupati Malaka Nornor 7 Tahun 2015 tentang 
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 09} . 

,,, 
• 



• 

Pasal 4 

ang daer yang akan diinvcsl.asik an l·1l·tt11 
mum, disesuaikan dengun kemampu 111 cl ... in 

Jangka waktu dan besaran 
bentuk deposito pada bank 
Iikuiditas keuangan daerah. 

Pasal 3 

Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran 1·l)g1·111t1. 
• 

berjalan, 

2 Deposito yang disimpan pada bank umum harus memperh, tik .. 11·1 tingk at 
suku bunga yang kompetitif. 

1 I 

Pasal 2 
(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, bendahara urnum dacrah <lil.i)4l 

menginvestasikan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 
l(satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rckerrin ii 
Ba11k Umum Pemerintah, untuk memperoleh manfaat ekonorni, s si il , 
dan /atau manfaat lainnya sepanjang tidak menggan likuiditn 
keuangan daerah. 

(2). Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebazaim ma 
dimaksud pada ayat l(satu) harus dapat dipastikan bahwa bendatuira 
umum daerah dapat menarik uang terse but seb ian atau seluruhrr t .. 1 kt 
rekening kas umum daerah pada saat diperlukan sebelurn jatuh t.t~111i,t • 

pa dikenakan penalti, 
(3) Bank umum pemerin.tah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) a 1~,1 .. h 

bank umum pemerintah yang berlokasi diwilayah kerja bendahara t1111t11n 

daerah. 
(4) Penerimaan Bunga dan atau jasa giro atas investasi uang daerah dalam 

bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah 

BAB II 
PENEMPATAN UANG DAE H 

DAL BENTUK DEPOSITO 

10. 

bertindak sebagai bendahara umum daerah. 
11. Bunga Deposito adalah bunga istirnewa yang diterapkan khusus untuk 

simpanan deposito yang norninalnya diatas bunga sirnpanan l"'' ta-rntn 
lainnya. 

• 

I 
' 



• 

I Al3 V 
KE1"'ENTlJAN !'1~NlI1"lJ1 

1:)as~11 7 

. 

l . l (2) Dala1~11 pels sanaan tugasnya PPT<D s ln ku b -ndahara 
menyampaikan laporan kepada bupati sctiap uwal bul, 11 . 

BAB IV 
PELAPO N 

Pasal 6 
( 1 PPKD selaku bend , ara u111un1 daerah m laksana ·1 • n · 1 · 

mengevaluasi penempatan uang daerah secan · berkr l i. 

t 

• 

' 

(4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diseruiui 
bupati, bendahara umum daerah menyiapkan surat pernbuk 1. rex 
deposito ditanda tangani oleh bupati dan dilampirkan enz ·1 si.: a; 
pemyataan yang ditanda tangani oleh bupati. 

(5) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat 
bupati, bendahara umum daerah melakukan pemind: 
penempatan deposito dari rekening kas umum daerah 
deposito bank yang ditunjuk da.n menerbitkan surat perin 
dana manajernen kas. 

6} Penerimaan. bunga dan atau jasa giro atas penempat n 
dalam bentuk deposito ini langsung dipindahkan ke rek ~11h :--.. 
daerah. 

J angka waktu ·da 11 besaran ua rig daerah yang akan diit1ve·stasika:,·1 '- J ~rn 
bentuk deposito pada bank umum, disesu · ar1 dengan kemampuar ... - .._,.. .. 
likuiditas keuangan daerah. · 

(3) Bendahara umum daerah rnembuat usu1an kepada bupati I 1en_e.1_·;.)j 
besaran nominal deposito; jangka waktu deposito beserta l · k ~- ~:.l~ 
ditunjuk, 

1 

(2) 

Pasal5 

DALAM BENTT .. JK D EPOSI1'0 

.. 

I 



• • 

• BERITA D~-\ER>\l-l .~ BUPA1'EN 1'.IALAI~ 'l'AHUN 20 is NO!v10R . 

LAK,.t\. 
' 

• 

' 

Ditetap · di ·Betl1.11 

Pada tanggal 14 Agustus 2015 

pengundang~ 
Berita Daerah 

.. Agar 
peraturan 

Kabupaten 

pada 

PATEN .1. 

Diunda ngkan di 8etun 

• 

• 

• 

• 
• 

Pa.sal 8 
. , . . ru erl · ..... 
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